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Pejabat
pembuat
komitmen



Peraturan yang 
digunakan :
1. Perpres 16/2018 

PBJP
2. PeLKPP 19/2019 

Pelaku Pengadaan
3. PerLKPP 6/2020 

Kamus Kompetensi 
Teknis PBJP

Sasaran Umum :
Memiliki 
Pengetahuan terkait 
PPK sebagai salah 
satu Pelaku PBJP 

Sasaran Khusus
1. Definisi PPK
2. Tugas PPK
3. Tugas

Pelimpahan
4. Kriteria

Pengangkatan
Pemberhentian

5. Kompetensi PPK
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“berkaitan dengan pejabat 
pembuat komitmen sebutkan 
persepsi  anda dalam sebuah  

kalimat!”
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STRATEGIS



PA/KPA
PP
Pokmil
Agen Pengadaan
(UKPBJ)
PjPHP/PPHP
Penyelenggara
Swakelola (Tipe I, Tipe
II)
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Pelaku Pengadaan Sisi Pemerintah Pelaku Pengadaan Sisi 
Mitra Pemerintah

Agen Pengadaan
(Pelaku Usaha)

Penyelenggara
Swakelola (Tipe III, 
Tipe IV)

Penyedia

Pejabat
Pembuat
Komitmen



Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan
Tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja daerah
Pasal 1 angka 10 Perpres 16/2018
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15tugas 
Pasal 11 ayat (1)  Perpres 16/2018 : 
a. Menyusun Perencanaan Pengadaan
b. Menetapkan Spektek/KAK
c. Menetapkan ranc. Kontrak
d. Menetapkan HPS
e. Menetapkan besaran UM
f. Mengusulkan perubahan jadwal 

kegiatan
g. Tap tim pendukung
h. Tap tim / tenaga ahli 7

i.  E-Purchasing >200jt
j. Tap SPPBJ
k. Mengendalikan kontrak
l. Melaporkan lakseles PA/KPA
m. Melaporkan hasil pada PA/KPA

dengan BAP
n. Menyimpan dan menjaga

keutuhan seluruh dok kegiatan
o. Menilai kinerja



Menyusun Perencanaan pengadaan
Pasal 11 ayat (1) huruf a
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Planning

Perencanaan Pengadaan

Pasal 18 ayat (1) Perpres 16/2018

- Identifikasi kebutuhan
- Penetapan barang/Jasa
- Cara
- Jadwal
- Anggaran

Perencanaan Pengadaan dimuat dalam RUP
dimana menetapkan dan mengumumkan RUP
adalah tugas dan kewenangan PA/KPA
(Pasal 18 ayat (8) dan Pasal 9 ayat (1) huruf d)



Menetapkan Spesifikasi Teknis/ 
Kerangka Acuan Kerja (kak)
Pasal 11 ayat (1) huruf b
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Planning Preparation



Menetapkan Spesifikasi Teknis/ 
Kerangka Acuan Kerja (kak)
Pasal 11 ayat (1) huruf b
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Planning Preparation

Menetapkan rancangan kontrak
Pasal 11 ayat (1) huruf c



Menetapkan Spesifikasi Teknis/ 
Kerangka Acuan Kerja (kak)
Pasal 11 ayat (1) huruf b
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Planning Preparation

Menetapkan rancangan kontrak
Pasal 11 ayat (1) huruf c

Bentuk kontrak Jenis kontrak

Bentuk pembayaran prestasi

Pemberian uang muka

Lingkup kehadiran penyedia

Pemberian penyesuaian harga

ketentuan denda Penyelesaian sengketa



Menetapkan Spesifikasi Teknis/ 
Kerangka Acuan Kerja (kak)
Pasal 11 ayat (1) huruf b
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Planning Preparation

Menetapkan rancangan kontrak
Pasal 11 ayat (1) huruf c

Bentuk kontrak Jenis kontrak

Bentuk pembayaran prestasi

Pemberian uang muka

Lingkup kehadiran penyedia

Pemberian penyesuaian harga

ketentuan denda Penyelesaian sengketa

Menetapkan HPS
Pasal 11 ayat (1) huruf D



Menetapkan Spesifikasi Teknis/ 
Kerangka Acuan Kerja (kak)
Pasal 11 ayat (1) huruf b
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Planning Preparation

Menetapkan rancangan kontrak
Pasal 11 ayat (1) huruf c

Menetapkan HPS
Pasal 11 ayat (1) huruf d

Metode
Penyusunan
HPS
YANG 
DIGUNAKAN

Dokumentsi
Survey Pasar 
dan Informasi 
harga



Menetapkan
Besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada penyedia
Pasal 11 ayat (1) huruf e
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Planning

- maks 30% Usaha Mikro dan Usaha Kecil
- maks 20% Usaha Non-Kecil / Jasa 

Konsultansi
- maks 15% Kontrak Tahun Jamak
- Ditetapkan terlebih dulu dalam

rancangan kontrak diberikan/tidak
- berdasarkan kebutuhan

Preparation Down Payment



Mengusulkan
perubahan
jadwal
kegiatan
Pasal 11 ayat (1) huruf f
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Skenario Perubahan Jadwal :
➢Dalam hal terdapat penggunaan

lokasi pekerjaan disaat
bersamaan sehingga merubah
jadwal

➢Keadaan Kahar

Halo!!
Hai!!!
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Menetapkan
➢ tim 

pendukung
➢ Tim atau

Tenaga Ahli
Pasal 11 ayat (1) huruf g dan 
Pasal 11 ayat (1) huruf h
Perpres 16/2018
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Melaksanakan
e-Purchasing 
untuk nilai paling 
sedikit diatas
Rp200.000.000 
(dua ratus juta
rupiah)
Pasal 11 ayat (1) huruf i
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Menetapkan
Surat 
Penunjukan
Penyedia
Barang/Jasa
Pasal 11 ayat (1) huruf j



Mengendalikan
kontrak
Pasal 11 ayat (1) huruf k
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Pengendalian Kontrak dilakukan dengan

mencermati :

➢ Kontrak

➢ Program Mutu PB/JK/JL atau Rencana Mutu

Pekerjaan Konstruksi

➢ Pengendalian Kontrak dituangkan dalam

Laporan Pengendalian Program Mutu



Melaporkan pelaksanaan
dan penyelesaian
kegiatan kepada PA/KPA,
Pasal 11 ayat (1) huruf l

Menyerahkan hasil
pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA/KPA 
dengan berita acara 
penyerahan
Pasal 11 ayat (1) huruf m
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MENYIMPAN DAN 
MENJAGA SELURUH 
DOKUMEN 
PELAKSANAAN 
KEGIATAN
Pasal 11 ayat (1) huruf n
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Dapat dilakukan dengan cara:

➢ Dikelola oleh Unit Kearsipan pada Unit Kerja K/L/PD

➢ Hasil Pindaian/Scan disimpan di server kantor dan/atau secara

pribadi di Layanan Cloud Storage Services
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Menilai Kinerja 
Penyedia
Pasal 11 ayat (1) huruf o

Halo!!
Hai!!!
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TUGAS PELIMPAHAN 
DARI PA/KPA
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Pasal 11 ayat (2)

a. Melakukan Tindakan yang 
mengakibatkan
pengeluaran anggaran
belanja ; dan

b. Mengadakan dan 
menetapkan perjanjian
dalam batas anggaran
belanja yang telah
ditetapkan

Diberikan atau
tidaknya tugas
berdasarkan
SK DARI PA/KPA

Jangan bertindak melampaui 

kewenangan



➢Dapat dibantu Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 11 
ayat (3) Perpres 16/2018)

➢Dalam kriteria tertentu dapat dilaksanakan oleh Agen 
Pengadaan yang dilaksanakan sesuai Peraturan 
Perundangan  (Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 16/2018)

➢Dalam hal terjadi Pergantian PPK dilakukan Sertijab kepada 
PPK Baru (Pasal 5 ayat (5) PerLKPP 19/2019 dan PerLKPP 
15/2018)
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➢ Jabfung yang ditetapkan Menkeu (Analis
Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan 
Penyelia APBN)

➢ ASN di Lingkungan K/L/PD
➢ ASN/TNI/Polri di Kemenhan/Polri
➢ Personil lain
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➢ Memiliki integritas dan disiplin
➢ Menandatangani Pakta Integritas
➢ Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan

Barang/Jasa
➢ Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau

Setara (contoh D-IV) / Golongan III/a atau disetarakan
➢ Dapat ditambahkan :

▪ Memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; 
atau

▪ Memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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Boleh Dirangkap PA/KPA
➢ Dalam hal ketiadaan

Personil dirangkap
Oleh PA/KPA (Pasal 10 ayat
(5) Perpres 16/2018 & Pasal 7 ayat
(1)PerLKPP 19/2019)

➢ Dikecualikan dari
Sertifikat Kompetensi
(Pasal 7  ayat (3) PerLKPP 19/2019)

Tidak Boleh Dirangkap
➢ Pejabat Penandatangan

Surat Perintah Membayar
(PPSPM) atau Bendahara;

➢ Pejabat Pengadaan atau
Pokja Pemilihan untuk
paket pengadaan yang 
sama
(Pasal 5 ayat (4) PerLKPP 19/2019)
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Dijabat oleh ASN/TNI/Polri/Lainnya yang 
memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar 
hingga 31 Desember 2023  dan sebelum 
31 Desember memiliki Sertifikat 
Kompetensi
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KOMPETENSI PPK



Perbesar Peluang
Dengan mengikuti 
pelatihan Okupasi 
yang 
diselenggarakan 
LPP-PBJ 
terakreditasi

Unit Kompetensi
➢ 16 UK Berdasarkan

SKKNI SK 
Kemenaker (sd
2020)

➢ Standar
Kompetensi
Jabatan dengan 4 
kompetensi yang 
memiliki 5 tingkatan
Berdasarkan
PerLKPP 6/2020

Standar Kompetensi
PerLKPP 6/2020 :
1. Melakukan Perencanaan

Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (KKT.PBJ.01.00)

2. Melakukan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah
(KKT.PBJ.02.00)

3. Mengelola Kontrak Pengadaan
barang/Jasa Pemerintah
(KKT.PBJ.03.00)

4. Mengelola Pengadan
Barang/Jasa Secara Swakelola
(KKT.PBJ.04.00)
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Contoh

Sertifikat

Pelatihan 

Okupasi

Penunjang

Ujian

Kompetensi, 

masih berbasis

16 (enam belas

butir

Kompetensi) 

SKKNI



Diskusi?
Tanya jawab
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Definisi PPK
Mengambil keputusan
dan/atau melakukan Tindakan 
yang dapat mengakibatkan
pengeluaran APBN/APBD

Tugas PPK
15 tugas yang diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1) Perpres 
16/2018

Tugas Pelimpahan
Dapat menerima pelimpahan dari
PA/KPA untuk Tindakan 
pengeluaran anggaran belanja
dan melakukan perikatan

(Pasal 11 ayat (2) Perpres 16/2018)

Penugasan
Diangkat  oleh PA/KPA APBN 
dan PA APBD, memenuhi 
persyaratan, dan dalam 
pergantian dilakukan sertijab 
dilengakapi Berita Acara

Kompetensi
Sebelum 31 Desember 2023 
mengikuti Uji Kompetensi dan 
dapat diperbesar peluang lulus 
dengan mengikuti Diklat 
Okupasi PPK

Komitmen
PPK memerlukan sikap kerja
yang professional dan 
pemenuhan syarat hingga
dapat pantas menjabat, dalam
pelaksanaan tugas
memerlukan kompetensi
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Pejabat Pembuat komitmen
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Profesional

Pantas

kompeten

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT!


